I

II.

PROVINSI SUMATERA UTARA

PENGUMUMAN
NOMOR: 800.1.2.2/ 4653 /2024

TENTANG

SELEKSI PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH
DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN FUNGSIONAL KESEHATAN DAN
TENAGA TEKNIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS

TAHUN ANGGARAN 2024

DASAR HUKUM

a.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan
Pegawai Aparatur Sipil Negara;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan
Kebutuhan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan
Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme
Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024;
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia Nomor 349 Tahun 2024 tentang Mekanisme
Seleksi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan
Fungsional Kesehatan Tahun Anggaran 2024;

Keputusan Bupati Padang Lawas Nomor 100.3.3.2/257 /KPTS/2024 tentang

Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara Formasi Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Kesehatan dan
Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas Tahun
Anggaran 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Padang Lawas
akan melaksanakan seleksi penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) Anggaran 2024 dengan ketentuan sebagai berikut :

KRITERIA PELAMAR

1. Eks THK -II
Eks THK-II adalah eks THK- II yang terdaftar dalam database eks THK-II
Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja pada instansi
pemerintah Kabupaten Padang Lawas sampai sekarang.

2. Tenaga Non ASN
Tenaga Non ASN adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data
(database) Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan aktif bekerja sampai
sekarang.

3. Tenaga Non ASN Yang Aktif Bekerja

Tenaga Non ASN yang aktif bekerja adalah pegawai yang bekerja pada
instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus
menerus.




III.

IV.

NAMA JABATAN, KUALIFIKASI PENDIDIKAN DAN UNIT KERJA
PENEMPATAN TERLAMPIR PADA LAMPIRAN I PENGUMUMAN INI.
Kualifikasi Pendidikan bagi Pelamar Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan sebagaimana pada lampiran
pengumuman ini merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Tenaga
Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor PT.091/03/F/570/2024 tanggal 23
Maret 2024 tentang Persyaratan Kualifikasi Pendidikan dan Surat Tanda
Registrasi Dalam Rangka Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Jabatan
Fungsional Kesehatan Tahun 2024.

PERSYARATAN PELAMAR
A. Persyaratan Umum

1. Warga Negara Indonesia yang memiliki Kualifikasi Pendidikan (Jenjang
dan Jurusan) sesuai dengan Persyaratan jabatan yang dibutuhkan;

2. Usia paling rendah 20 Tahun dan Paling Tinggi 57 Tahun pada saat
registrasi pendaftaran;

3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan Hukum tetap karena
melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau
lebih,;

4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan
sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK,
Prajurit TNI, Anggota Polri, atau diberhentikan tidak dengan hormat
sebagai Pegawai Swasta;

5. Tidak berkedudukan sebagai PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, atau
diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Swasta;

6. Tidak menjadi Anggota atau Pengurus Partai Politik atau terlibat politik
praktis;

7. Memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;

8. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian
tertentu yang masih berlaku dari lembaga berwenang untuk jabatan
yang mempersyaratkan;

9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang
dilamar.

10. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja sesuai
kompetensi tugas jabatan yang dilamar pada saat pendaftaran dengan
ketentuan sebagai berikut :

a. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan pelaksana;
b. Paling singkat 2 (dua) tahun pada jabatan fungsional, jenjang
pemula, terampil, dan ahli pertama
c. Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli
muda.
B. Persyaratan Tambahan

Persyaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi bagi Pelamar

Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional

sebagaimana pada lampiran pengumuman ini merujuk pada Keputusan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 391 Tahun 2024 tanggal 04 September 2024 tentang

Persayaratan Wajib Tambahan dan Sertifikat Kompetensi Sebagai

Penambahan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Dalam Pengadaan Pegawai

Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.



TATA CARA PENDAFTARAN

Calon pelamar PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis
melakukan pendaftaran secara online ke alamat website Portal SSCASN 2024
https://sscasn.bkn.go.id /daftar;

1.

o

10.

Pelamar wajib memiliki alamat email yang aktif untuk mengikuti proses

seleksi Calon PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga

Teknis;

Pelamar yang telah memiliki akun dapat melakukan pengkinian (update)

pada portal Nasional,

Bagi Pelamar yang belum memiliki akun, wajib membuat akun secara

daring terlebih dahulu menggunakan NIK yang terintegrasi dengan data

DUKCAPIL pada Portal Nasional,

Pelamar Mengunggah (upload) KTP dan swapoto ketika membuat akun;

Pelamar yang telah memiliki akun melakukan pendaftaran sesuai dengan

tahapan pada portal Nasional,

Pelamar melakukan Pemilihan Kebutuhan PPPK untuk Jabatan Fungsional

Kesehatan dan Tenaga Teknis yang dibuka lowongannya pada portal

Nasional.

Pelamar memilih jabatan pada portal Nasional sesuai dengan kualifikasi

pendidikan/akademik dan/atau sertifikat pendidik berdasarkan surat

edaran Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Nomor

PT.01.03/F/570/2024;

Pelamar mengisi data pada portal Nasional;

Pelamar menggunggah Dokumen Persyaratan Pendaftaran meliputi :

a.Scan Asli KTP Elektronik (e-KTP) atau Surat Keterangan Asli telah
melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL);

b. Pasfoto terbaru berlatar belakang berwarna merah;

c. Scan Asli J[jazah sesuai dengan jabatan yang dilamar;

d. Scan Asli Transkip Nilai;

e. Scan Asli Surat Pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang
sudah ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau materai tempel;

f. Surat Lamaran sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah

ditandatangani dan dibubuhi e-materai atau materai tempel;

g. Surat Pengalaman Kerja pada instansi Pemerintah yang ditandatangani
oleh pimpinan unit kerja, dengan pengalaman di bidang kerja sesuai
dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar;

h.Surat Keterangan Aktif Bekerja pada instansi Pemerintah yang
ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, bagi pelamar Eks THK-II dan
Tenaga Non ASN yang terdata pada database BKN wajib melampirkan SK
Pengangkatan Tenaga Honorer Tahun 2024 dan bagi pelamar yang
Tidak Terdaftar dalam database tenaga Non ASN BKN masa kerja
paling singkat 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus wajib
melampirkan SK Pengangkatan Tenaga Honorer dari Tahun 2022 s/d
2024;

i. Scan Asli Sertifikat Kompetensi bagi yang memiliki.

Bukti Pendaftaran Asli dan semua Berkas yang dilegalisir sebagaimana

dimaksud pada angka 9 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, dan i disampaikan

langsung ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Padang Lawas setiap hari kerja paling lambat 23

Oktober 2024.


https://sscasn.bkn.go.id/daftar

VI.

VII.

PELAKSANAAN SELEKSI
1. Seleksi Administrasi

a. Seleksi Administrasi kelengkapan Dokumen pelamar dilakukan oleh
Panitia Pelaksana Seleksi PPPK instansi;

b. Seleksi Administrasi bagi Pelamar dilaksanakan bagi pelamar yang
memenuhi syarat dan kriteria pendaftaran;

c. Kelulusan Seleksi Administrasi didasarkan pada kesesuaian antara data
yang diisikan oleh pelamar dengan dokumen persyaratan dan
kelengkapan berkas yang diunggah di dalam akun sscasn;

d.Hasil Seleksi administrasi akan diumumkan melalui halaman
https://sscasn.bkn.go.id dan www.padanglawaskab.go.id;

e. Pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi administrasi
berhak mengikuti Seleksi Kompetensi.

. Seleksi Kompetensi

a. Seleksi Kompetensi bagi pelamar dilaksanakan dengan menilai
kesesuaian bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi persyaratan seleksi
administrasi.

b. Seleksi Kompetensi dilaksanakan dengan menggunakan CAT — BKN.

c. Kelulusan Seleksi Kompetensi didasarkan pada hasil penilaian kesesuaian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.

e. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan
bagi:

i. Eks THK -II;
ii. Pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga Non
ASN pada BKN
iii. Pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikitr 2
(dua) tahun terakhir secara terus menerus.

f. Hasil Seleksi Kompetensi akan diumumkan melalui halaman

https://sscasn.bkn.go.id dan www.padanglawaskab.go.id;

JADWAL SELEKSI

Berdasarkan surat Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : 6610/B-
KS.04.01/SD/K/2024 tanggal 27 September 2024 perihal Jadwal Seleksi
Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahun
Anggaran 2024, jadwal seleksi PPPK dibagi sebagai berikut:

a. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK bagi pelamar yang merupakan Eks Tenaga

Honorer Kategori II (Eks THK-II) dan Tenaga Non ASN yang terdaftar dalam
pangkalan data (database) BKN.

NO KEGIATAN JADWAL

30 September s/d 19

1 | Pengumuman Seleksi PPPK Oktober 2024

01 Oktober s/d 20

2 Pendaftaran Seleksi Oktober 2024

01 Oktober s/d 29

3 Seleksi Administrasi Oktober 2024

30 Oktober s/d 01

4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi November 2024

02 November s/d 04

) Masa Sanggah November 2024

02 November s/d 06

6 | Jawab Sanggah November 2024

05 November s/d 11

7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah November 2024

8 | Penarikan Data Final 12 November s/d 14



https://sscasn.bkn.go.id/
http://www.padanglawaskab.go.id/
https://sscasn.bkn.go.id/
http://www.padanglawaskab.go.id/

VIII.

November 2024

15 November s/d 25
November 2024
Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 26 November s/d 01
Tempat Seleksi Kompetensi Desember 2024

02 Desember s/d 19
Desember 2024

07 Desember s/d 23
Desember 2024

24 Desember s/d 31
Desember 2024

01 Januari s/d 31
Januari 2025

01 Februari s/d 28
Februari 2025

9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi

10

11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi

12 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi

13 | Pengumuman Hasil Kelulusan

14 | Pengisian DRH NI PPPK

15 | Usul Penetapan NI PPPK

b. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK bagi pelamar yang merupakan Tenaga Non
ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling singkat 2 (dua) tahun
terakhir secara terus menerus.

NO KEGIATAN JADWAL

01 November s/d 30

1 | Pengumuman Seleksi November 2024

17 November s/d 31

2 Pendaftaran Seleksi Desember 2024

16 Desember 2024 s/d

3 Seleksi Administrasi 03 Februari 2025

04 Februari s/d 18

4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Februari 2025

19 Februari s/d 21
Februari 2025

20 Februari s/d 27
Februari 2025

22 Februari s/d 28
Februari 2025

01 Maret s/d 07 Maret
2025

S5 | Masa Sanggah

6 | Jawab Sanggah

7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah

8 Penarikan Data Final

08 Maret s/d 23 Maret
9 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi 2025

10 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi 24 Maret s/d 08 April

2025
11 Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan 09 April s/d 16 April
Tempat Seleksi Kompetensi 2024
12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi éngSprll s/d 16 Mei
13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi gngSprll s/d 21 Mei
14 | Pengumuman Hasil Kelulusan gngSprll s/d 31 Mei
15 | Pengisian DRH NI PPPK 01 Junis/d 31 Juni
2025
16 | Usul Penetapan NI PPPK 8(1)2J51'1 lis/d 31 Juli

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Setiap Pelamar Wajib Mematuhi dan mengikuti seluruh ketentuan yang
ditetapkan;

2. Seluruh pelamar wajib melakukan proses pendaftaran sesuai dengan jadwal
yang telah ditentukan;



. Seleksi pengadaan PPPK untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga

Teknis dilaksanakan berdasarkan ketersediaan jumlah Penetepan

Kebutuhan. Ketentuan seleksi pelaksanaan pengadaan PPPK untuk Jabatan

Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis sebagai berikut :

a. Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan
dan Tenaga Teknis tahun anggaran 2024 didahulukan secara berurutan
bagi :

i. Eks THK-II;
1. Pegawai Non ASN yang terdaftar dalam database BKN;
iii. Pegawai yang aktif bekerja di instansi pemerintah paling sedikitr 2
(dua) tahun terakhir secara terus menerus.

. Bagi Pelamar yang dinyatakan tidak memenuhi syarat seleksi administrasi

dan seleksi kompetensi diberikan waktu mengajukan sanggah pada akun

masing-masing maksimal 3 (tiga) hari pasca pengumuman.

. Panitia seleksi instansi Daerah memberikan tanggapan paling lambat 3 (tiga)

hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui

akun masing-masing.

. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo)

yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi

dengan keharusan menyediakan sejumlah uang dan/atau dalam bentuk
lain.

. Informasi dan penjelasan lain terkait pelaksanaan seleksi PPPK untuk

Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis dapat dibaca melalui

http://sscasn.bkn.go.id dan www.padanglawaskab.go.id; email:

pengadaanbkpsdm5@email.com

Ditetapkan di : Sibuhuan

pada tanggal : 01 Okttooge 2024
Pj. BUPATI PADANG LAWAS,

G

ARDAN NOOR



LAMPIRAN I
PENGUMUMAN Pj. BUPATI PADANG LAWAS

NOMOR :§00.1-1-2/4e$3 /202y

TENTANG

SELEKS] PENERIMAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA UNTUK JABATAN
FUNGSIONAL KESEHATAN DAN TENAGA TEKNIS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS
TAHUN ANGGARAN 2024

RINCIAN FORMASI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS T.A. 2024

NO NAMA JABATAN ALOKASI UNIT PENEMPATAN
PPPK
A. |TENAGA KESEHATAN 46
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
1 |ADMINISTRATOR KESEHATAN AHLI PERTAMA ke e
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
+ [SPMINIGIRATOR KESENATAN AHLL PERTAMA ! |DAERAH | BIDANG SUMBER DAYA KESEHATAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
3 |APOTEKER AHLL PERTAMA ! |DAERAH I PUSKESMAS SOSOPAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
4 |AROLERER AFLL FERTAMA ! |DAERAH | PUSKESMAS PASAR UJUNG BATU
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
5§ |APOIEKER AHLL FERTAMA ! |DAERAH I PUSKESMAS HURISTAK KEC. HURISTAK
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
5 |AROTEKER AHLLPERTAMA ' |DAERAH | PUSKESMAS LATONG
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
T |, ! |DAERAH 1 PUSKESMAS UJUNG BATU IiI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
€ |FEDAN TERAMESL ' |DAERAH I PUSKESMAS PARINGGONAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
¥ {HIRON TERANIT. 2 |DAERAH | PUSKESMAS SOSOPAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
NT
TORIDAN- TRRAN, ! |DAERAH | PUSKESMAS PADANG GARUGUR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
}1 [HIDAN TERAMPIL ! |DAERAH | PUSKESMAS BINANGA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
12| BIRAN TERAMEIL ' |DAERAH | PUSKESMAS PADANG PINARIK
T — . |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
4 |POKTER AHLI MUDA - DOKTER SPESIALIS | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | RUMAH SAKIT UMUM
PATOLOGI ANATOMI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
15 |DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM,) R R e e
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
: D
15 |DOKTSRARL FERTAMA ~DOKTER, (UMUM) ! |DAERAH | PUSKESMAS PASAR UJUNG BATU
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
1 SRTAMA -
7 |DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) IR il bt S
T T —— ,  |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
19 |DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) SR el e
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
: - DOKTE
20 |DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) I e el
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
21 |DOKTER AHLI PERTAMA - DOKTER (UMUM) e AT 1A
> |POKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
(UMUM) DAERAH | PUSKESMAS STHAPAS
53 [POKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
3 |umum) DAERAH 1 PUSKESMAS UJUNG BATU 111
14 | POKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
(UMUM) DAERAH | PUSKESMAS TANJUNG BOTUNG
55 |POKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS I DINAS KESEHATAN
(UMUM) DAERAH | PUSKESMAS BATANG BULU
26 |POKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN

(UMUM)

DAERAH | PUSKESMAS SOSA JULU

27

DOKTER GIGI AHLI PERTAMA - DOKTER GIGI
(UMUM)

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH 1 PUSKESMAS GADING




NO

NAMA JABATAN

ALOKASI

UNIT PENEMPATAN

28

NUTRISIONIS TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH 1 PUSKESMAS SOSA JULU

29

PERAWAT AHLI PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

30

PERAWAT TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS LATONG

31

PERAWAT TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS SOSOPAN

32

PERAWAT TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH

a3

PERAWAT TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS BATANG BULU

PERAWAT TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH 1 PUSKESMAS HURISTAK KEC. HURISTAK

35

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS BATANG BULU

36

PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN
TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS PARINGGONAN

37

TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU
PERILAKU AHLI PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS PINARIK

38

TENAGA PROMOSI KESEHATAN DAN ILMU
PERILAKU AHLI PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH 1 PUSKESMAS PADANG GARUGUR

39

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS SIHAPAS

40

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS HURAGI

41

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS BATANG BULU

42

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH 1 PUSKESMAS PADANG GARUGUR

43

TENAGA SANITASI LINGKUNGAN TERAMPIL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KESEHATAN
DAERAH | PUSKESMAS PINARIK




ALOKAS!

! NO NAMA JABATAN KUALIFTKAS] PENDIDIKAN PPPK UNIT PENEMPATAN
B. | TENAGA TEKNIS ass
) S-1 ILMU KOMPUTER; S-1 TEKNIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS
| |ADMINISTRATOR DATABASE KEPENDUDUKAN |\ o mpR: 8.1 REKAYASA SISTEM 1 |KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | BIDANG
AHLI PERTAMA KOMPUTER PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK
D-IV AGRIBISNIS PERIKANAN; D-IV
; P KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS PERIKANAN DAN
2 [ANALIS AKUAKULTURAL AHLI PERTAMA BUDIDAYA PERIKANAN; S-1 PERIKANAN I e St
BUDIBAYA; $- 1 ILMU PERIKANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
: DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG
3 |ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA $- 1 HUKUM ! |PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
4 |ANALIS HUKUM AHLI PERTAMA S-1 HUKUM 1 |i ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN
HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 SEKRETARIAT DPRD |
5 |ANAUS HUKUM AHLI PERTAMA 5-1 HUKUM 1 |BAGIAN LEGISLASI DAN PERSIDANGAN
S-1 TEKNIK ELEKTRO; S-1 TEKNIK MESIN; -
1 TEKNIK KESELAMATAN; D-IV TEKNOLOGI PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SATUAN POLISI
6 |ANALIS KEBAKARAN AHLI PERTAMA REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN; S-1 2 |PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN 1 BIDANG PEMADAM
REKAYASA KESELAMATAN KEBAKARAN: S-1 KEBAKARAN
TEKNIK KESELAMATAN KEBAKARAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
7 |ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA $-1 HUKUM; S 1 ILMU PEMERINTAHAN 2 |1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
) S-1 ILMU PEMERINTAHAN; S-1 HUKUM; §-1 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS SOSIAL DAERAH
8 |ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA MANAJEMEN 2 ]I BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 SEKRETARIAT DAERAH
9 | ANALIS KEBIJAKAN AHLI PERTAMA S-1 HUKUM; $-1 [LMU PEMERINTAHAN B D oS At B AL T T B AT
) ' PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 SEKRETARIAT DPRD |
10 |ANALIS KEBLJAKAN AHLI PERTAMA S-1 HUKUM; S-1 [LMU PEMERINTAHAN e i T e EADYIG L
S-1 [LMU PANGAN; S-1 TEKNOLOGI
11 [ANALIS KETAHANAN PANGAN AHLI PERTAMA  |INDUSTRI PANGAN: S 1 AGRIBISNIS; S 1 2 ';i::::!“l‘r;[?)mm ‘Bq‘m&;‘;?ﬁfpﬁ“éﬂ' DINAS XETARANAN
TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN|
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOPERASI
12 |ANALIS PERDAGANGAN AHLI PERTAMA S-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN 2 |UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG
PERDAGANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
|3 | ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA; -1 ILMU . |DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG
AHLI PERTAMA PEMERINTAHAN PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  [S-1 ADMINISTRASI NEGARA: S-1 [LMU PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS I BADAN KEPEGAWAIAN
L pobpptiiion il 2 |DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG
PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
|5 |ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  [S-1 ADMINISTRASI NEGARA: -1 [LMU | |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DPRD |
AHLI PERTAMA PEMERINTAHAN BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
|6 |ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR  |S-1 ADMINISTRASI NEGARA; §-1 ; Eﬂaﬁﬁ;‘g‘;ﬂmﬂmmwmﬁ?”?é’;gﬁvfmémm |?ah||§fnl Gmmﬁrr fs“l"
AHLI PERTAMA MANAJEMEN; S- 1 ILMU PEMERINTAHAN
DAN PROMOSI
S-1 KEARSIPAN; D-IV KEARSIPAN; D-IV PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS
17 |ARSIPARIS AHLI PERTAMA KEARSIPAN DIGITAL; D-IV KEARSIPAN DAN 2 |KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 1 BIDANG
INFORMASI DIGITAL PELAYANAN PENCATATAN SIPIL
S.1 KEARSIPAN; S-1 ADMINISTRASI
18 |ARSIPARIS AHLI PERTAMA NEGARA; D-1V KEARSIPAN; S-1 ILMU 2 g“ﬁm Mmoﬁﬁgipﬁjﬂg ?Ewaglil’g::m PERPUSTARMN
ADMINISTRASI NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
19 |ASISTEN STATISTISI TERAMPIL D-111 STATISTIKA TERAPAN 1 |PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN
: PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS
20 |ASISTEN STATISTISI TERAMPIL ;S;grmmm TFERARAN; =111 STATSTIEA 1 |KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 1 BIDANG
PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT SOSA
PERATOR IONAL D
21 {OPERATOR LAYANAR CPERASIO SLTA SEDERAJAT ! |TIMUR 1 SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
22 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT 1 |SOSOPAN | SEKRETARIS CAMAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
23 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT 1 |BARUMUN BARU | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PENGELOLA
24 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT 2 |KEUANGAN DAN ASSET | SEKRETARIAT 1SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 KANTOR CAMAT
25 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT 1 |BARUMUN BARAT | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
26 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT 1 |DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI

DAN PROMOSI




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT SOSA

27, | PREEATORIEAYANAR OFERASIONAL aiiaa o JULU 1 SEKRETARIAT CAMAT 1 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN FADANG LAWAS | DINAS PEMUDA, OLAH

28 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT RAGA DAN PARTWISATA DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

29 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT EEMENTAN CIFRTEN PADANG LAWAS R AT

HURISTAK | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

30

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
HUTARAJA TINGGI | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

31

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 SEKRETARIAT BADAN
PENANGOULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN PROGRAM

32

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KRABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEKERJAAN
UMUM 1 SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS SOSIAL DAERAH
1 SEKRETARIAT | KASUBBAG KEUANGAN

34

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 1 BIDANG
PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

35

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 KANTOR CAMAT
BATANG LUBU SUTAM 1 SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT LUBUK
BARUMUN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

37

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS TENAGA KERJA 1
SEKRETARIAT | KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA

38

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUFPATEN PADANG LAWAS 1 BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM

39

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA 1 SEKRETARIAT |
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

40

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KOPERASI
UMEKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | BIDANG KOPERASI
DAN UKM

4

OFERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT ULU
BARUMUN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEQAWAIAN

42

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DPRD |
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN | SUB BAGIAN UMUM

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | SEKRETARIAT |
SUB BAGIAN TATA USAHA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS ] DINAS PEMBERDAYAAN

44 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN
KEPEGAWAIAN, UMUM DAN KEUANGAN
15 |OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL SLTA SEDERAJAT PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 KANTOR CAMAT 5084 1

SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

46

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT ULU
S0SA | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

47

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

48

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH | BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN KEUANGAN

49

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

50

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN DAN
UMUM

51

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT AEK
NABARA BARUMUN 1 SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

52

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAERAH | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SBEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
BARUMUN TENGAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN 1 SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN




OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 BIDANG
PENGEMBANGAN IKLIM INVESTASI

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA / SMA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | INSPEKTORAT |
SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

57

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

58

OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KETAHANAN
PANGAN | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM

OPERATOR SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN TERAMFIL

D-1ll TEKNOLOGI KOMPUTER,; D-1II SISTEM
INFORMASI; D-111 TEKNOLOG! INFORMASI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

PEMADAM KEBAKARAN PEMULA

SLTA / SMA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG PEMADAM
KEBAKARAN

61

PENATA KELOLA JALAN DAN JEMBATAN AHLI
PERTAMA

{8-1 TEKNIK SIPIL; 3-1 ARSITEKTUR; §8-1
TEKNIK INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEKERJAAN
UMUM | BIDANG BINA MARGA

b2

PENATA KELOLA PENANAMAN MODAL AHLI
PERTAMA

S-1 EKONOML; S-1 AKUNTANSI, §-1
MANAJEMEN; S-1 ADMINISTRASI BISNIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | BIDANG
PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

PENATA KELOLA PERUMAHAN AHLI PERTAMA

8-1 TEKNIK SIPIL; 8-1 ARSITEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH 1 BIDANG
PERUMAHAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1 308POL; S-1 KOMPUTER; 8-1 EKONOMI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN 1 SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

65

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1/ D-IV EKONOMI; §-1 SOSPOL; S-1
ADMINISTRASI MANAJEMEN; 8-1
AKUNTANSI] SAYARIAH; 8-1 ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT 1 BAGIAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1 EKONOMI; S-1 EKONOMI
PEMBANGUNAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN KEUANGAN DAN
PENGELOLAAN

67

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

$-1 SOSPOL; 5-1/ D-IV EKONOMI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG
PENGADAAN, PEMBERHENTIAN, INFORMASI DAN PENILAIAN
KINERJA APARATUR

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

$-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 808POL; 8-1
AKUNTANSI; S-1 ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

69

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; §-1 SOSPOL; 8-1
AKUNTANSI; 5-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN
PENINGEATAN KAPASITAS

70

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1/ D-1IV EKONOMI; 8-1 SOSPOL; 8-1
HUKUM; 8-1 EKONOMI ISLAM; 8-1
PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KETAHANAN
PANGAN 1 BIDANG KETERSEDIAAN PANGAN | SEKS] KETERSEDIAAN
PANGAN

71

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8-1
HUKUM; S-1 PERBANKAN SYARIAH; S-1
KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DPRD |
BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN

72

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1 EKONOML; S-1 SOSPOL; 8-1 AKUNTANS!

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH 1
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

73

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 S8O8POL; 8-1
HUKUM; S-1 PERBANKAN SYARIAH; S-1
MANAJEMEN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM

74

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1 SOSPOL; 8-1 EKONOMI, §-1
MANAJEMEN; 8-1 HUKUM; 5-1 AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; S-1 PERBANKAN SYARIAH;
5-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 1 BIDANG
PENGEMBANGAN IKLIM INVESTAS]

75

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

$-1 SOSPOL; 8-1 EKONOMI; 8-1
MANAJEMEN; 8-1 HUKUM; 8-1 AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; 8- 1 PERBANKAN SYARIAH;
§-1 AKUNTANSI SYARIAH; S-1 AKUNTANSI; 54
1 ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | SEKRETARIAT 1
8UB BAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI

76

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1/ D-1IV EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8-1
HUKUM; S-1 PERBANKAN SYARIAH; 8-1
ADMINISTRASI MANAJEMEN; 8- 1 AKHWAL
AL-SYAKHSHIYYAH; 8-1 PSIKOLOGI

T

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT ULU
BARUMUN | SEKRETARIAT

8-1 MANAJEMEN; 8-1/ D-IV EKONOMI; 8-1
HUKUM; S-1 SOSPOL; S-1 AKUNTANSI; S-1
KOMPUTER; S-1 PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PENDAPATAN
DAERAH | SEKRETARIS | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

78

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1 EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8-1 AKUNTANSI;
§-1 PERBANKAN SYARIAH; 5-1 AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; S-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1| KANTOR CAMAT SOSA |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

79

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 MANAJEMEN; 8-1
SOSPOL; 8-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI
MANAJEMEN; S-1 AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; 8- 1 AKUNTANSI SYARIAH; S|
1 PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
1| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM 1 BAGIAN ORGANISASI

80

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

|8-1 SOSPOL; S-1/ D-IV EKONOMI; 5-1
KOMPUTER; S-1 AKUNTANSI; 8-1
PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SEKRETARIAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1 EKONOMI; S-1 SOSPOL; S-1 AKUNTANSL;
5-1 PERBANKAN SYARIAH; 8-1 AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; 8-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | SEKRETARIAT |
[SUB BAGIAN TATA USAHA




82

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

$-1/ D-IV EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8-1
ADMINISTRASI MANAJEMEN; S-1 EKONOMI
ISLAM

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DPRD |
BAGIAN LEGISLAS]I DAN PERSIDANGAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1/ D-IV EKONOMI; S-1 S80SPOL; 8-1
AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH; S-1
PERBANKAN SYARIAH; §-1 HUKUM; S-1
KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
BARUMUN BARAT | SEKSI TATA PEMERINTAHAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1f D-IV EKONOMI; D-IV MANAJEMEN; S-1
SOSPOL; 8-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI
MANAJEMEN; S-1 KOMPUTER; S-1 ILMU
KOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA | BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1 EKONOMI; 8-1 HUKUM; 8-1 SOSPOL; 8-1
AKHWAL AL-SYAKHSHIYYAH; S-1
PERBANKAN SYARIAH; 8-1 ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
HUTARAJA TINCGI | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1 EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8- 1
MANAJEMEN; 8-1 AKUNTANSI SYARIAH; 8-1
[LMU KOMUNIKASI; S-1 PERBANKAN
SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

a7

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 MANA.JEMEN; 5-1
SOSPOL; S-1 HUKUM; S-1 ADMINISTRASI
MANAJEMEN; S-1 AKUNTANSI; 8-1
AKUNTANSI SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEKERJAAN
UMUM | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 MANAJEMEN; 5-1
HUKUM; 8-1 SOSPOL; S-1 AKUNTANSI ; 8-1
PERBANKAN SYARIAH; S | AKUNTANSI
SYARIAH; 8-1 AL AHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; 8 | KOMPUTER

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERGELOLA
KEUANGAN DAN ASSET 1 BIDANG ANGGARAN 1 SUBBID ANGGARAN
1

8-1/ D-IV EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; §-1
SOSPOL; S-1 AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN HUKUM, KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

90

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; 8-1
HUKUM; 8-1 S08POL; 8-1 AKUNTANSI; 8-1
KOMPUTER; S-1 PERBANKAN SYARIAH

L]

Pt

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
BARUMUN | SEKRETARIS CAMAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

{8-1 EKONOMI; 8-1 MANAJEMEN; 8-1
S0SPOL; 5 1 HUKUM; 8-1 ADMINISTRASI
MANAJEMEN, S-1 AL AKHWAL AL-
SYAKHSHIYYAH; S-1 PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS PERTANIAN 1
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

92

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1 EKONOMI; 8-1 SOSPOL; 8-1 AL AHWAL
AL-SYAKHSHIYYAH; S8-1 PERBANKAN
SYARIAH; 8-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOPERAS!
UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | SUB
BAGIAN PROORAM

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1 EKONOMI; $-1 SOSPOL; 8- 1 HUKUM; D-
IV AKUNTANSI SYARIAH; S-1 PERBANKAN
SYARIAH ; §-1 ILMU KOMUNIKASI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 SEKRETARIAT DAERAH
| ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN
PEMERINTAHAN

94

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 HUKUM; 8-1
SOSPOL; S-1 PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
BARUMUN BARU | SEKSI PELAYANAN UMUM

95

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

5-1 EKONOMI; S-1 MANAJEMEN; S-1
HUKUM; §-1 SOSPOL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERPUSTAKAAN
DAN KEARSIPAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUBBAG UMUM DAN
| KEPFEGAWAIAN

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

$-1 EKONOML; 5-1 SOSPOL; S-1 KOMPUTER;
S5-1 PERBANKAN SYARIAH

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI
DAN PROMOSI

97

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

S-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 HUKUM; 8-1
SOSPOL; D-1V ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS SOSIAL DAERAH
I SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

98

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

5-1/ D-IV EKONOMI; 8-1 MANAJEMEN; 8-1
HUKUM; S-1 SOSPOL; S-1 PERBANKAN
SYARIAH; S-1 KOMPUTER,; 8-1 ILMU SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS PEKERJAAN
UMUM 1 BIDANG BINA MARGA

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

8-1/ D-IV EKONOMI; S-1 SOSPOL; 8-1
HUKUM; 8-1 AKUNTANSI SYARIAH; 8-1
PERBANKAN SYARIAH ; 8- 1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN

100

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

5-1 EKONOMI; 5-1 SOSPOL; 8-1 AKUNTANSI;
8-1 PERBANKAN SYARIAH; 5-1 HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | SEKRETARIAT | SUB
BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN

10

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

5-1 EKONOMI; S-1 SOSPOL; S-1 AKHWAL AL
SYAKHSHIYYAH: 8-1 PERBANKAN SYARIAH;
S-1 KOMPUTER

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 INSPEKTORAT |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

102

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1 PERBANKAN SYARIAH; §-1/ D-IV
EKONOMI; 8-1 SOSPOL; 8-1 HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
1 ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT | BAGIAN
HUKUM

103

PENATA LAYANAN OPERASIONAL

§-1 BOSPOL; 8-1 AKUNTANSI; 5-1 EKONOMI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA DAN PARIWISATA DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN
UMUM DAN KEPEGAWAIAN

104

PENATA PENANGGULANGAN BENCANA AHLI
PERTAMA

5-1 MANAJEMEN; 8-1 PSIKOLOGI; 8-1
HUKUM

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 BIDANG KEDARURATAN

105

PENATA RUANG AHLI PERTAMA

5-1 TEKNIK SIPIL; S8-1 ARSITEKTUR

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEKERJAAN
UMUM | BIDANG PEMANFAATAN DAN PENATAAN RUANG

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH 1 BAGIAN TATA USAHA | SUB BAGIAN UMUM

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN PROTOKOL DAN
KOMUNIKAS]I PIMPINAN

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT ULU
BARUMUN 1 SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN
KEUANGAN




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN

109 NISTRASI PERKANTO ERAJ.

L B RAN SLTASED AT PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | SEKRETARIAT 1
SUB BAGIAN TATA USAHA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT

110| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT HUTARAJA TINGGI | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

111

PENGADMINISTRASI FERKANTORAN

|SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | SEKRETARIAT | SUB
|BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN

112

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS KOPERASI
UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN | SEKRETARIAT | S3UB
BAGIAN UMUM

113

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
DAERAH | SEKRETARIAT

114

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT ULU
SO0SA | SEKRETARIAT CAMAT 1 SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

115

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |1 DINAS PEKERJAAN
UMUM | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

116

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT |
8UB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

117

PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT SOSA 1
|SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

118

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH 1 BIDANG
PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

119

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK | SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

120

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS 1 DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | SEKRETARIAT |
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

12

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
| ASISTEN ADMINISTRASI UMUM | BAGIAN UMUM

122

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DPRD 1
BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN 1 SUB BAGIAN UMUM

123

PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH 1
SEKRETARIAT 1 SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

124

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN
PERENCANAAN PROGRAM DAN PELAPORAN

125

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASSET | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

126

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN FPADANG LAWAS |BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | BIDANG MUTASI
DAN PROMOSI

127

PENGADMINISTRAS]I PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
HURISTAK | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

128

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |INSPEKTORAT |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

129

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

130

| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN FADANG LAWAS |DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN

131

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT
BARUMUN TENGAH | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PROGRAM

132

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | BIDANG PEMANFAATAN DATA
DAN INOVASI PELAYANAN

133

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT
BARUMUN BARAT | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG PERENCANAAN
DAN KEUANCAN

134

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT SOSA
TIMUR | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

135

PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT SOSA
JULU | SEKRETARIAT CAMAT | SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN

136

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN

SLTA SEDERAJAT

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS SOSIAL DAERAH
| SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN




PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT

137 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT TR otcocnsshintinyieceifatigsniesnl
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT
138| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT 1 |SOSOPAN | SEKRETARIS CAMAT| SUBBAG PERENCANAAN DAN
KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PENANAMAN
139 | PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT 2 |MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU | SEKRETARIAT|
SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT
140| PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT | |BATANG LUBU SUTAM | SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN PERENCANAAN
141 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT ! |DAN PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT| SUB BAGIAN
PENYUSUNAN PROGRAM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERPUSTAKAAN
142 PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT 1 |DAN KEARSIPAN DAERAH | SEKRETARIAT| SUBBAG UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN |
143 PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT ¥ kT RRIEIY G5 BAGEAR il A BvRiO SwANKR
. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS [DINAS TENAGA KERJA
T PRNGADNIIISTRASE PERKANTORAN SLTA SEDERAIAT ' || BIDANG PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN
145| PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN |sLTA SEDERAJAT 3 |PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |SEKRETARIAT BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | SUB BAGIAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT
146 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN |SLTA SEDERAJAT 1 |BARUMUN |SEKRETARIS CAMAT| SUB BAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SEKRETARIAT DAERAH
147 MINISTRASI PERKANTORAN
PR IMIN i BLTASEDERAIAT 2 || ASISTEN ADMINISTRASI UMUM| BAGIAN ORGANISASI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT
148 | PENGADMINISTRAS! PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT I |BARUMUN SELATAN |SEKRETARIS| KEPALA SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERIKANAN DAN
14 STRAS KANTORAN 4
2 | PENGADMIN 2 BUIABEDERAIAT 2 |PETERNAKAN |SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PENDIDIKAN
150 TRAS NTORAN T g
PENGADMINIBTRAM EERKA SUTA REDERAIAY 2 |DAN KEBUDAYAAN DAERAH |SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | KANTOR CAMAT LUBUK
151 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
2 [FRNGADMINY L EER BUTA SRDERAIAT ! |BARUMUN|SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |KANTOR CAMAT AEK
152 | PENGADMINISTRASI PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT | |NABARA BARUMUN [SEKRETARIAT CAMAT| SUBBAG PERENCANAAN
DAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KETAHANAN
153| PENGADMINISTRAS] PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT E R CANTERKRETADAT] B RAGIAR Cort
. PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN PENDAPATAN
154 NOADMINISTRASI A N
PR HPEREANIORAN SLTASEDERAJAT 3 |DAERAH|SEKRETARIS| SUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMUDA, OLAH
155| PENGADMINISTRAS| PERKANTORAN SLTA SEDERAJAT 1 |RAGA DAN PARIWISATA DAERAH | SEKRETARIAT| SUB BAGIAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS TENAGA
$-1 TEKNIK INDUSTRI ; S-1 PSIKOLOGI ; §-1
156 | PENGANTAR KERJA AHL! PERTAMA S CNORE 1 Il Bt TNk 2 gg:mmmu PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA
D-IV PENYULUH PETERNAKAN ; D-IV .,
157|PENGAWAS BIBIT TERNAK AHLI PERTAMA PETERNAKAN ; S-1 [LMU PETERNAKAN ; §-1 2 @mm;m lmmmnﬁglmmmﬁiu;rwm IDINAS PERIKANAN DAN
BUDI DAYA PETERNAKAN
D-IV PETERNAKAN ; S-1 ILMU PETERNAKAN ) ) I
158 | PENGAWAS MUTU PAKAN AHLI PERTAMA : DIV TEKNOLOGI PETERNAKAN ; S-1 2 mﬁm IK‘B‘BID::‘:}T;T’;RN“D‘“'G ;"‘w“s FOURAL PERICANAN DAN
NUTRISI DAN PAKAN TERNAK AKA
D-1Il STATISTIKA ; D-1lf KESEKRETARIATAN ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SATUAN POLISI
159|PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL D-1Il AKUNTANSI ; D-1il MANAJEMEN 1 |PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN |SEKRETARIAT |SUB
PERKANTORAN/ PERUSAHAAN BAGIAN ADMINISTRASI DAN KEPEGAWAIAN
D-1ll METROLOGI DAN INSTRUMENTAS! ; D- PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
160 PENOELOILA ERYANAN OFERARIGNAL 11l KESEKRETARIATAN ; D-11l STATISTIK ! |DAERAH |BIDANG PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
D 11l AKUNTANSI ; DIl KEUANGAN ; DIl
MANAJEMEN PERBANKAN DAN KEUANGAN ; i
161|PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL SYARIAH ; D-T1 MANAJEMEN LOGISTIK ; D- 1 mﬂ:gﬁu‘?:&' B;L;“Eﬁ';’g;‘:ﬁfoﬁ‘\"lﬂmm nsm ‘I““T DARRAH
Il MANAJEMEN PERKANTORAN/ |
PERUSAHAAN : D-1Il PENYIARAN
D-11l AKUNTANSI ; DIl KEUANGAN ; D-111 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOPERASI
162| PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL MANAJEMEN PERBANKAN DAN KEUANGAN 1 |UMKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN |SEKRETARIAT| SUB
SYARIAH BAGIAN UMUM
D-1Il AKUNTANSI ; D-1Il MANAJEMEN
LOGISTIK ; D-Ill MANAJEMEN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERPUSTAKAAN
163 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL PERKANTORAN/ PERUSAHAAN ; D-TII 1 |DAN KEARSIPAN DAERAH |SEKRETARIAT| SUBBAG UMUM DAN
METROLOG! DAN INSTRUMENTASI ; D-1lI KEPEGAWAIAN
|STATISTIKA : D-IIl PENYIARAN
D-1l MANAJEMEN PERBANKAN DAN PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS LINGKUNGAN
164 PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL KEUANGAN SYARIAH ; D-II AKUNTANSI ; D- 1

Il STATISTIKA

HIDUP DAN KEHUTANAN | SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM DAN
| KEPEGAWAIAN




165

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

D-111 AKUNTANSI ; D-1Il KEUANGAN ; D-I1I
MANAJEMEN PERKANTORAN /
PERUSAHAAN ; D-IlIl STATISTIKA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH | BIDANG REHABILITASI
DAN REKONTRUKSI | SUB BIDANG REKONTRUKSI

166

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

D-11 PERBANKAN DAN KEUANGAN : D-IlI
AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA | SEKRETARIAT|
|SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

167

PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

D-NII AKUNTANSI ; D-1Il PERBANKAN DAN
KEUANGAN ; D-1ll PERPAJAKAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KEPENDUDUKAN]
DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH |SEKRETARIAT| SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI

168 | PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL

D-1I1 STATISTIKA ; D-1Il KESEKRETARIATAN ;

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
|SEKRETARIAT| SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

16

0

PENGELOLA PENGADAAN BARANG / JASA
AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; 8-1
MANAJEMEN ; §-1 HUKU; 8-1
ADMINISTRASI BISNIS ; 8-1 EKONOMI,

170

PENGELOLA PRODUKSI PERIKANAN TANGKAP
AHLI PERTAMA

KEUANGAN, DAN PERBANKAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SEKRETARIAT DAERAH
| ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN| BAGIAN
PENGADAAN BARANG DAN JASA

D-IV PENYULUH PERIKANAN ; D-IV
PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN ; 8-1 ILMU
PERIKANAN ; 8-1 PERIKANAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN | BIDANG PERIKANAN

17

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN AHLI PERTAMA

S§-1 BIOLOGI ; 8-1 HAMA DAN PENYAKIT
TANAMAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
|BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN BARUMUN

17

b3

PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU
TUMBUHAN AHLI PERTAMA

S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI
(MINAT PERLINDUNGAN TANAMAN/ HAMA
DAN PENYAKIT TUMBUHAN | ; §-1 BIOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
| BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH

173|PENYULUH HUKUM AHL! PERTAMA §-1 HUKUM |ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT| BAGIAN
HUKUM
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KESATUAN

174| PENYULUH HUKUM AHLI PERTAMA S-1 HUKUM BANGSA DAN POLITIK| BIDANG POLITIK DALAM NEGERI DAN

ORGANISASI KEMASYARAKATAN | SUB BIDANG POLITIK DALAM
NEGERI

175

PENYULUH LINGKUNGAN HIDUP AHLI
PERTAMA

S-1 ILMU LINGKUNGAN ; S-1 TEKNIK
LINGKUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | BIDANG KEHUTANAN

176

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

S-1 PETERNAKAN ; S-1 PERKEBUNAN ; 8-1
PENYULUHAN PERTANIAN ; 8-1 AGRONOMTI ;
S-1 AGROTEKNOLOGI ; 8-1 AGRIBISNIS ; 8-1
TEKNIK PERTANIAN ; 8-1 BUDIDAYA
PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT
TUMBUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN BARUMUN

177

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

8-1 PERKEBUNAN ; 8-1 PETERNAKAN ; 8-1
PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 AGRONOMI ;
5-1 AGROTEKNOLOGI ; 8-1 AGRIBISNIS ; S-
1 BUDIDAYA PERTANIAN ; §-1 TEKNIK
PERTANIAN ; 8-1 HAMA PENYAKIT
TUMBUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN SOSA

178

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

8-1 PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1
PETERNAKAN ; 8-1 PERKEBUNAN ; 8-1
AGRONOMI ; 8-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1
AGRIBISNIS ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN ; 8-
1 TEKNIK PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT
TUMBUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | KOORDINATOR BPP SOSA JULU

179

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

S-1 PERKEBUNAN ; S-1 PETERNAKAN ; §-1
PENYULUHAN PERTANIAN ; S-1 AGRIBISNIS
: S-1 AGRONOMI ; S-1 AGROTEKNOLOGI 8-1
BUDIDAYA PERTANIAN ; S-1 TEKNIK
PERTANIAN ; §-1 HAMA FENYAKIT
TUMBUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | KOORDINATOR BPP BARUMUN BARU

180

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

5-1 AGRIBISNIS ; S-1 AGRONOMI ; S-1
AGROTEKNOLOGI 8-1 PENYULUHAN
PERTANIAN ; S-1 PERKEBUNAN ; 8-1
PETERNAKAN ; S-1 BUDIDAYA PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERTANIAN
|BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN SIHAPAS
BARUMUN

181

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

S-1 PETERNAKAN ; 8-1 PERKEBUNAN ; 8-1
PENYULUHAN PERTANIAN; S-1 AGRONOMI ;
S-1 AGRIBISNIS ; 8-1 AGROTEKNOLOGI ; 8-
1 TEKNIK PERTANIAN ; 8-1 BUDIDAYA
|PERTANIAN ; S-1 HAMA PENYAKIT
TUMBUHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN BATANG
LUBU SUTAM

182

PENYULUH PERTANIAN AHLI PERTAMA

|8-1 AGROTEKNOLOGI ; S-1 AGRIBISNIS ; 8-
1 PETERNAKAN ; S-1 PERKEBUNAN ; D-IV
|PENYULUH PERTANIAN ; 8-1 AGRONOMI ; S~
1 PENYULUHAN PERTANIAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PERTANIAN
| BIDANG PENYULUHAN | BALAI PENYULUH KECAMATAN SOSOPAN

183

PENYULUH SOSIAL AHLI PERTAMA

|8-1 SOSIOLOGI ; 8-1 ANTROPOLOG!I SOSIAL
i §5-1 KESEJAHTERAAN SOSIAL ; D-IV
PEKERJAAN SOSIAL

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS SOSIAL DAERAH
|BIDANG REHABILITAS SOSIAL

184

PERENCANA AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KEPENDUDUKAN
FQAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | SEKRETARIAT| SUB BAGIAN
PERENCANAAN DAN EVALUASI

185

PERENCANA AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; 8-1
ADMINISTRASI NEGARA ; 8-1 ILMU
PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN FADANG LAWAS | DINAS PERTANIAN |
SEKRETARIAT

186

PERENCANA AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ;

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH | BIDANG PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN

187

PERENCANA AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; §-1 AKUNTANSI ; S-1
ADMINISTRASI NEGARA ; §-1 ILMU
PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA | SEKRETARIAT

188

PERENCANA AHLI PERTAMA

S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; 8-1
ADMINISTRASI NEGARA

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERIKANAN DAN
PETERNAKAN | SEKRETARIAT | SUB BAGIAN UMUM DAN
KEUANGAN

189

PERENCANA AHL!I PERTAMA

8-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; 8-1
ADMINISTRASI NEGARA ; 8-1 ILMU
PEMERINTAHAN

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAN KEHUTANAN | SEKRETARIAT

190

PERENCANA AHLI PERTAMA

8-1 EKONOMLI ; S-1 AKUNTANSI ; 8-1
ADMINISTRASI NEGARA ; 8-1 ILMU
II’EMERJ.NTAHJ\N

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH |
SEKRETARIAT




S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; 8-1

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOPERASI

191|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; 81 ILMU T Fineis, PERINENETRIAN DA PEMDASANOAN, | SEKREPARIAT
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; 8-1
: : ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |DINAS PENANAMAN
192|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU i AL DK FELATANAN TERSADD SATG VY0, | SERRNTARIAT
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; 5-1 AKUNTANSI ; 8-1
; ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KEPENDUDUKAN
193|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU 1
ERINTAHAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH | SEKRETARIAT
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; 8-1 L
194|PERENC A AHLI ADMINIS 31 NEQ .S11LMU 2 ;E&;.ﬁ‘ﬂ'r!ﬂ;[ RRBU:.;':':N PADANG LAWAS | BADAN PENDAPATAN
PEMERINTAHAN s
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT DAERAH
195| PERENCANA AHLI PERTAMA S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI 2 || ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN |BAGIAN
ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
8.1 AKUNTANSI ; 8-1 EKONOMI ; §-1
; : ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SATUAN POLISI
196 | PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASE NEGARA ; §-1 ILMU Qo elisdoned b atisnaciaae hpbuaha ke
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANSI ; §-1 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERPUSTAKAAN
197 | PRRENCANA ASLL FERTAMA ADMINISTRASI NEGARA 2 |DAN KEARSIPAN DAERAH | SEKRETARIAT
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; §-1 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PENGELOLA
198| PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRAS] NEGARA ; 8- 1 ILMU 3 |KEUANGAN DAN ASSET| SUBBID DISTRIBUSI DAN PENGAMANAN
PEMERINTAHAN ASSET
S 1 EKONOMI ; 8- 1 AKUNTANSI ; §- 1
; ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMBERDAYAAN
199 |PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU 1
s MASYARAKAT DAN DESA | SEKRETARIAT
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; §-1 ) ) -
200|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; §-1 [LMU 1 ;‘:;;?H"T’:ém'“mgu] F"T‘ PADARG LAWAS | DEHAS RESERATAN
PEMERINTAHAN
) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KETAHANAN
201|PERENCANA AHLI PERTAMA S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI B | aNaAN T SEKERARTET
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; 8-1 ,
202| PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; §- 1 ILMU 2 psuzmwnr:mu::ﬁz?m:m LAWAS, IRUMAH. SAKIT UMUM
PEMERINTAHAN | PARRAR, | BASIAR R
S-1 EKONOMI ; 8-1 AKUNTANS! ; 8-1 ) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN KEPEGAWAIAN
203|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA 2 IDAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA| SEKRETARIAT
) ) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PERUMAHAN,
204|PERENCANA AHLI PERTAMA i;wﬁ;o;%‘;{ Sﬁh‘:ﬁmmm i 2 |KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERHUBUNGAN DAERAH |
SEKRETARIAT | SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN
S-1 EKONOMI ; $-1 AKUNTANSI ; S-1
205|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU 1 |PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS SOSIAL DAERAH
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; §-1 .
206| PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S- 1 [LMU TN bioepipcoridn ‘Bu‘;r;?;gm";wm IBARAK KESATUAN
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTARSI ; -1 .
207|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU 2 Efm"g??nﬂ:? PADARQLAWAR | DIMAR FRERIIAAN
PEMERINTAHAN 4
) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMUDA, OLAH
208|PERENCANA AHLI PERTAMA S-1 EKONOMI : S-1 AKUNTANSI B A DAY PARAANA DARI | SRS TR
{S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; 8-1
209|PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; S-1 ILMU 2 Emm i PS‘;.T;EINS';"D“? gk IPARAN-PENGELOIA
PEMERINTAHAN
S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI ; S-1
; ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN PERENCANAAN
210| PERENCANA AHLI PERTAMA ADMINISTRASI NEGARA ; 8- 1 ILMU 2
eyl PEMBANGUNAN DAERAH | SEKRETARIAT
) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SEKRETARIAT DPRD |
211|PERENCANA AHLI PERTAMA S-1 EKONOMI ; S-1 AKUNTANSI 2 R PERENCARARK DA EEALGAN
$-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK ELEKTRO
212|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA ; §-1 TEKNIK KOMPUTER ; S-1 ILMU 1 D' mm“nglmlﬁm:E'mm' Imlouﬁm IBS:GK{R.&:rU‘ "M“‘U';
INFORMATIKA ; §-1 TEKNIK INFORMATIKA
S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 SISTEM PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
213|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA INFORMAS! ; S-1 [LMU INFORMATIKA ; §-1 1 |DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA| BIDANG
TEKNIK ELEKTRO PENGEMBANGAN KOMPETENSI APARATUR
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PENGENDALIAN
$-1 ILMU KOMPUTER ; §-1 TEKNIK ;
= . PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN
214|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA KOMPUTER ; -1 TEKNIK INFORMATIKA :S-1| 2. |pyep AN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH | SEKRETARIAT |
KTHO SUB BAGIAN TATA USAHA
S-1 ILMU KOMPUTER ; 8-1 TEKNIK : y
j ; PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SEKRETARIAT
215|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA INFORMATIKA ; S-1 TEKNOLOGOI § A TRAR] AGETEN ADMBTRAR UMUMI SACIAN ORG ARIEAS:
INFORMASI
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | BADAN KEPEGAWAIAN
S-1 ILMU KOMPUTER ; §-1 TEKNIK
; p : ’ DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA| BIDANG
216|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA :m% s1 1‘EIK'NIK AR B & e AR LAROAn D PR LA
RMAS KINERJA APARATUR
S 11LMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK .
217|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA INFORMATIKA ; S-1 TEKNIK KOMPUTER ;5-1| 1 [FEMERINIAS & ety IBADANFENGREOLA
SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
§-1 ILMU KOMPUTER ; 8-1 TEKNIK PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KESEHATAN
218|PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA KOMPUTER ; S-1 TEKNIK INFORMATIKA ; 8-1] 1

TEKNIK ELEKTRO

| DAERAH | SEKRETARIAT | S8UB BAGIAN PROGRAM INFORMASI DAN

HUMAS




219| PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA

S-1 ILMU KOMPUTER ; S-1 TEKNIK
INFORMATIKA ; 8-1 TEKNIK KOMPUTER ; 8-1
TEKNIK ELEKTRO

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH | BAGIAN TATA USAHA

220| PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

D-111 SISTEM INFORMASI ; D11l TEKNIK
INFORMATIKA ; D-1ll TEKNOLOGI
INFORMASI ; D-1II TEKNOLOGI KOMPUTER
GRAFIS

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEMUDA, OLAH
RAGA DAN PARTWISATA DAERAH | BIDANG PENINGKATAN PRESTASI
OLAHRAGA

221|PRANATA KOMPUTER TERAMPIL

D-11I SISTEM INFORMASI ; D-11I TEKNIK
INFORMATIKA ; D-1lI TEKNOLOGI
INFORMASI ; D-1II TEKNOLOGI KOMPUTER
GRAF1S

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS TENAGA
KERJA|SEKRETARIAT |SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PROGRAM

D-IIl SISTEM INFORMASI ; D-1Il TEKNIK
INFORMATIKA ; D-1Il TEKNOLOGI

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS LINGKUNGAN

222|PRANATA KOMPUTER TERAMPIL b by A 2 |HIDUP DAN KEHUTANAN | SEKRETARIAT |SUB BAGIAN PROGRAM
DAN KEUANGAN
GRAFIS
D11l TEKNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D111 PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SEKRETARIAT
223|PRANATA KOMPUTER TERAMPIL SISTEM INFORMASI ; D-11I TEKNIK 1| |DAERAH|ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
INFORMATIKA BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
D11l TERNOLOGI KOMPUTER GRAFIS ; D-1II PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | SEKRETARIAT
224|PRANATA KOMPUTER TERAMPIL SISTEM INFORMASI ; D-[1l TEKNIK 1| |DAERAH|ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT |
INFORMATIKA BAGIAN PEMERINTAHAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |SATUAN POLISI
} PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN | BIDANG
225|PRANATA TRAN ;
ATATRARTIBUM BUTA / SMASEDERAJAT 18 |OPERASIONAL DAN PENGAMANAN | SEKSI KETENTRAMAN DAN
KETERTIBAN UMUM DAN PENCAMANAN
S-1 ILMU PERPUSTAKAAN ; S 1 ILMU .
226 |PUSTAKAWAN AHLI PERTAMA PERPUSTAKAAN DAN INFORMASI ; D-IV 2 fﬁ?ﬁiﬂx‘m‘%ﬁ” E"I P;lnmg yé\::usgfm?mu VETAKAAR
PERPUSTAKAAN DIGITAL ®
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KEPENDUDUKAN,
227|STATISTISI AHLI PERTAMA S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN 1 |DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH| BIDANG PENGELOLAAN
INFORMAS! ADMINISTRAS! KEPENDUDUKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS |BADAN PERENCANAAN
228[STATISTISI AHLI PERTAMA S-1 STATISTIKA ; S-1 STATISTIKA TERAPAN | |PEMBANGUNAN DAERAH| BIDANG PENELITIAN DAN
PENQEMBANGAN
) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS KOMUNIKASI
229 ) .
STATISTISI AHLI PERTAMA S-1 STATISTIKA ; §-1 STATISTIKA TERAPAN QI oot iy it
) PEMERINTAH KABUPATEN PADANG LAWAS | DINAS PEKERJAAN
230 .
SURVEYOR PEMETAAN AHLI PERTAMA S-1 TEKNIK GEOFISIKA E ] I P PRGN Teaa i
Pj. BUPATI PADANG LA S,
—-——

N

ARDAN NOOR



Lampiran II

(Kabupaten/Kota Pelamar),....Oktober 2024

Perihal : Permohonan Untuk diangkat sebagai Kepada :
Calon Aparatur Sipil Negara Untuk Jabatan Yth. Bupati Padang Lawas
Fungsional Kesehatan / Tenaga Teknis (*)
Tahun Anggaran 2024 di,
Sibuhuan
Berdasarkan Pengumuman Bupati Padang Lawas Nomor 800.1.2.2/........ /2024 tanggal ........

2024 tentang Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja untuk Jabatan Fungsional Kesehatan dan Tenaga Teknis di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L ettt e et e nes
Tempat/Tanggal Iahir L et et et ettt eh et eaans
Jenis kelamin PSPPI
Program Studi/IPK/UNIVeTSitas I ....cocouuiiiiiiiiiiiiiieiiie et eei e eei e
Jabatan yang dilamar L ettt e e i
Alamat Domisili (sesuai KTP) L et ettt e e eaaas
JIn/Desa/Kelurahan L ettt eee et teee et ee et ee ettt ar et aanaanns
Kecamatan L ettt et n nen et
Kabupaten L et et ettt e aa e aans
Propinsi PP
Nomor HP PPN

Dengan ini menyampaikan surat lamaran kepada Bapak, agar dapat mengikuti Seleksi

Penerimaan Calon Pegawai Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran

2024. Sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak, berikut disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Lamaran ditujukan kepada Bupati Padang Lawas di Sibuhuan yang sudah
ditandatangani dengan menggunakan e-Materai atau materai tempel,;

2. Surat Pernyataan 5 (lima) Poin yang sudah ditandatangani dengan menggunakan e —
Materai atau materai tempel;

3. Surat Pengalaman Kerja di instansi pemerintah yang ditandatangani oleh pimpinan unit
kerja;

4. Surat Keterangan Aktif Bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja, dengan

pengalaman di bidang kerja sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar paling

singkat 2 (dua) tahun;

Scan asli ljazah;

Scan asli Transkip Nilai Akademik;

Scan Asli kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik;

Pas Photo berlatar belakang warna merah sesuai ketentuan system,;

N oG

Demikian surat lamaran ini dibuat. Adapun seluruh data dan dokumen yang saya berikan
adalah benar dan sesuai dengan format yang ditentukan, apabila dikemudian hari ditemukan
data yang tidak benar, maka saya menerima keputusan panitia membatalkan
keikutsertaan/kelulusan saya pada seleksi PPPK Jabatan Fungsional Kesehatan/Tenaga
Teknis (¥) Kabupaten Padang Lawas Tahun Anggaran 2024.

Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Ditandatangani

e-MATERAI/ materai
tempel

Nama Pelamar

Catatan:

(*) : Pilih Salah Satu



Lampiran III

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama

Tempat dan Tanggal Lahir:
Agama

Alamat

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1.

u

Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah
mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan penjara 2 (Dua)
tahun atau lebih;

. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaaan sendiri atau tidak dengan

hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai
pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau
Badan Usaha Milik Daerah;

. Tidak berkedudukan sebagai Calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia,

anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

. Tidak Menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis.
. Bersedia di tempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara

lain yang di tentukan oleh instansi pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguh nya, dan saya bersedia di tuntut di
pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang di ambil oleh instansi pemerintah,
apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

Yang membuat pernyataan

e-MATERAI /
materai tempel

Nama Pelamar



Lampiran IV

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PENGALAMAN KERJA
NOMOR : ....coviiiiiiin,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pendidikan

Unit Kerja/Instansi

Telah melaksanakan tugas dan memiliki pengalaman kerja sebagai ..................
selama ..... tahun ..... bulan ..... , terhitung mulai tanggal ....... sampai dengan
tanggal ...... dibuktikan dengan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Tenaga
Tidak Tetap minimal 2 (dua) tahun.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.............. yeereereerienneennen.. 2024
Yang membuat pernyataan,
Jabatan
e-MATERAI /

materai tempel
Nama
NIP
Pangkat/Golru

Catatan :

1. Merupakan syarat wajib;

2. Tugas dan Pengalaman Kerja harus bersesuaian/linier dengan formasi jabatan
yang dilamar;

3. Surat Keterangan ditandatangani oleh Pimpinan Unit Kerja.



Lampiran V

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN AKTIF BEKERJA
NOMOR : ....coviiiiiiin,

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama

NIP
Jabatan
Unit Kerja

Dengan ini menerangkan bahwa

Nama
Tempat/Tanggal Lahir
Pendidikan

Unit Kerja/Instansi

adalah pegawai yang masih aktif melaksanakan tugas sebagai ............... di ........
sejak tanggal ....... bulan ...... tahun ..... secara terus menerus sampai dengan
sekarang.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya
untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

.............. 21 0 22
Yang membuat pernyataan,
Jabatan
e-MATERAI /
materai tempel
Nama
NIP

Pangkat/Golru






